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lebih baik

PENDAHULUAN
Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang dijamin oleh Undang-
Undang Dasar 1945 sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia mengatur
pemenuhan kebutuhan pangan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan
Gizi. Regulasi ini bertujuan memastikan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan
terjangkau bagi seluruh masyarakat, guna mendukung hidup sehat dan produktif [1], [2], [3].
Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pemenuhan pangan akibat
meningkatnya jumlah penduduk, kemiskinan, serta dampak buruk fenomena El Nifio seperti
kekeringan dan gagal panen. Hal ini memperburuk kondisi masyarakat miskin yang tidak
mampu memenuhi kebutuhan dasar pangan, sehingga memerlukan intervensi pemerintah
melalui program bantuan pangan [4], [5], [6]-
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Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah meluncurkan program bantuan pangan
berbasis Cadangan Beras Pemerintah (CBP), yang diatur dalam Perpres Nomor 125 Tahun
2022 dan dijalankan oleh Badan Pangan Nasional (BAPANAS) bekerja sama dengan Perum
BULOG dan beberapa mitra logistik. Program ini bertujuan mengurangi beban masyarakat
miskin, menanggulangi kerawanan pangan, menekan angka stunting, dan menjaga stabilitas
harga pangan [7], [8].

Program ini telah menjangkau 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada
2023, yang meningkat menjadi 22 juta KPM pada 2024. Bantuan ini bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di Kelurahan Tewaan, Kecamatan Ranowulu, Kota
Bitung, bantuan telah diberikan kepada 33 KPM pada 2023 dan meningkat menjadi 65 KPM
pada 2024.

Penyaluran bantuan di Kelurahan Tewaan telah sesuai dengan regulasi, tetapi
terdapat kendala terkait sasaran penerima, mekanisme penetapan, dan proses penyaluran.
Data penerima sering kali tidak akurat atau tidak diperbarui, sehingga bantuan tidak tepat
sasaran. Selain itu, banyak penerima yang tidak memahami mekanisme program.

Penetapan penerima dilakukan secara sentralisasi menggunakan DTKS dan P3KE,
namun data ini tidak selalu mencerminkan kondisi aktual masyarakat. Mekanisme
penggantian penerima melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kurang
melibatkan tokoh masyarakat, dan transparansi daftar penerima sering kali diabaikan,
memicu kesalahpahaman.

Proses penyaluran telah memenuhi persyaratan administratif, tetapi kendala seperti
perubahan jadwal dan penundaan mengurangi efektivitas program. Kurangnya sosialisasi
dan kendala teknis dalam penggunaan aplikasi Yaons serta keterbatasan jaringan internet
juga menghambat pelaporan penyaluran.

Faktor utama penghambat implementasi adalah kurangnya pengawasan yang efektif,
minimnya pelatihan untuk petugas pengawas, serta lemahnya koordinasi antarinstansi, yang
menyebabkan data tidak sinkron dan peran antarorganisasi tumpang tindih. Oleh karena itu,
perlu dilakukan peningkatan akurasi data, transparansi, sosialisasi, serta pengawasan dan
koordinasi yang lebih baik [9], [10], [11].

Penelitian ini penting dilakukan karena program bantuan pangan merupakan salah
satu upaya strategis pemerintah untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan bagi
masyarakat miskin dan rawan pangan, serta mengatasi tantangan seperti kemiskinan,
kerawanan pangan, stunting, dan gejolak harga pangan. Dengan menganalisis implementasi
kebijakan penyaluran bantuan pangan di Kelurahan Tewaan, penelitian ini dapat
mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program, seperti ketidaktepatan
sasaran, mekanisme penetapan yang tidak relevan, serta kurangnya pengawasan dan
koordinasi antarinstansi. Hasil penelitian ini tidak hanya memberikan rekomendasi konkret
untuk perbaikan program di tingkat lokal, tetapi juga dapat menjadi rujukan penting bagi
pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif dan inklusif untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat secara nasional.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami
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secara mendalam fenomena yang terjadi dalam implementasi kebijakan penyaluran bantuan
pangan yang bersumber dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Kelurahan Tewaan,
Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk
mengeksplorasi berbagai perspektif dan dinamika yang memengaruhi keberhasilan atau
kendala dalam pelaksanaan program [12], [13].

Penelitian ini secara khusus berfokus pada implementasi kebijakan penyaluran
bantuan pangan, termasuk bagaimana kebijakan diterapkan, tantangan yang dihadapi, dan
dampaknya terhadap masyarakat penerima. Pemahaman yang mendalam ini dicapai melalui
analisis terhadap data lapangan yang diperoleh dari berbagai sumber.

Metode yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan analisis dokumen.
Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung
dalam implementasi kebijakan, termasuk penerima manfaat dan petugas pelaksana.
Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses penyaluran bantuan di lapangan,
sementara analisis dokumen digunakan untuk memahami kebijakan dan aturan yang
mendasari program [14], [15].

Jenis penelitian ini adalah studi kasus deskriptif. Peneliti berusaha menyajikan
gambaran faktual mengenai fenomena implementasi kebijakan penyaluran bantuan pangan
di Kelurahan Tewaan, serta hubungan antara berbagai faktor yang memengaruhi
keberhasilan program tersebut [16], [17].

Pendekatan studi kasus deskriptif memungkinkan peneliti untuk menguraikan secara
rinci konteks dan dinamika lokal yang mungkin tidak terungkap dalam metode penelitian
lain. Hal ini memberikan wawasan spesifik tentang bagaimana kebijakan yang dirancang di
tingkat nasional diterapkan di tingkat komunitas [18], [19].

Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi kendala dan
faktor keberhasilan dalam penyaluran bantuan pangan, memberikan gambaran yang holistik
tentang implementasi kebijakan, dan menawarkan rekomendasi berbasis data untuk
meningkatkan efektivitas program di masa depan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis
maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini menambah pemahaman tentang implementasi
kebijakan di tingkat lokal, sementara secara praktis, temuan penelitian dapat digunakan oleh
pemerintah untuk memperbaiki proses penyaluran bantuan pangan, memastikan kebijakan
tepat sasaran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat [20], [21], [22]

HASIL DAN PEMBAHASAN
Sasaran Penerima Bantuan Pangan

Sasaran penerima bantuan pangan adalah individu atau rumah tangga yang
ditargetkan menerima manfaat program bantuan. Penentuan ini dilakukan untuk
memastikan bantuan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan, mengurangi
beban ekonomi, dan mendukung pengentasan kemiskinan. Namun, hasil penelitian
menunjukkan adanya penerima yang tidak memenuhi kriteria karena data yang tidak akurat
dan kurang diperbarui.

Ketidaktepatan sasaran bantuan pangan disebabkan oleh data penerima yang tidak
valid atau tidak sesuai dengan kondisi terkini. Selain itu, kurangnya sosialisasi dari pihak
pelaksana membuat masyarakat tidak memahami tujuan dan mekanisme program, sehingga

ISSN 2798-3471 (Cetak) Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3641 (Online)



4620

JIRK -
Journal of Innovation Research and Knowledge Cl y Slntae
Vol.4, No.7, Desember 2024 Gas

menghambat efektivitas pelaksanaannya.

Masyarakat miskin yang menjadi sasaran program adalah mereka yang tidak memiliki
tempat tinggal layak atau memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti
makanan, pakaian, dan fasilitas sanitasi. Mereka juga termasuk kelompok yang hidup di
bawah garis kemiskinan ekstrem, dengan pengeluaran harian yang sangat minim.

Ketepatan sasaran dalam program bantuan pangan sangat penting untuk memastikan
bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
Dengan demikian, alokasi sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal dan program
memberikan dampak yang maksimal [23], [24].

Komunikasi yang baik antara pemerintah, pelaksana program, dan masyarakat
menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan. Sosialisasi yang tepat dapat membantu
masyarakat memahami tujuan program dan memastikan pelaksanaannya sesuai dengan
ketentuan [25], [26].

Program bantuan pangan merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk
meningkatkan akses pangan masyarakat miskin dan menangani masalah kemiskinan,
kerawanan pangan, stunting, dan stabilitas harga pangan. Kebijakan ini dirancang untuk
mencakup seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.

Agar program bantuan pangan lebih efektif, diperlukan pemutakhiran data penerima
secara berkala untuk memastikan ketepatan sasaran. Selain itu, intensifikasi sosialisasi perlu
dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan mekanisme
program, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan lebih baik dan memberikan
manfaat yang optimal [27], [28].

Mekanisme Penetapan Penerima Bantuan Pangan

Mekanisme penetapan penerima bantuan pangan adalah serangkaian proses,
prosedur, dan Kkriteria yang dirancang untuk memastikan bantuan diterima oleh masyarakat
yang benar-benar membutuhkan. Penetapan ini melibatkan penentuan Kriteria,
pengumpulan data, verifikasi, dan pengesahan, dengan tujuan utama menciptakan
transparansi, keadilan, dan ketepatan sasaran dalam program bantuan pangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penetapan penerima sering Kkali
menghadapi kendala, seperti data penerima yang tidak valid atau tidak diperbarui. Masalah
lainnya adalah kurangnya koordinasi antara badan pusat dengan instansi daerah, sehingga
penerima yang tidak memenuhi Kkriteria seperti sudah mapan, pindah domisili, atau
meninggal tetap terdaftar sebagai penerima.

Penerima bantuan yang tidak memenuhi kriteria dapat digantikan melalui
mekanisme Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Namun, proses ini sering kali
hanya melibatkan Ketua RT atau Kepala Lingkungan tanpa masukan dari tokoh masyarakat
yang lebih memahami kondisi warga. Hal ini memengaruhi akurasi dalam menentukan
penerima pengganti yang benar-benar layak.

Transparansi adalah elemen penting dalam penetapan penerima bantuan pangan.
Sayangnya, kurangnya pengumuman daftar penerima di masyarakat menyebabkan
ketidakpercayaan dan potensi konflik. Pengumuman yang terbuka dapat meningkatkan
kepercayaan masyarakat dan mengurangi kemungkinan penyimpangan dalam penyaluran
bantuan.

Journal of Innovation Research and Knowledge ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)



4621

o JIRK
O Slnta@ Journal of Innovation Research and Knowledge
P Vol.4, No.7, Desember 2024

Proses penetapan ideal dimulai dengan menetapkan kriteria penerima yang spesifik,
seperti tingkat pendapatan, kondisi sosial-ekonomi, atau jumlah anggota keluarga.
Selanjutnya, pendataan awal harus dilakukan secara langsung di lapangan untuk
memastikan data sesuai kondisi terkini. Verifikasi dan validasi data juga penting untuk
memastikan bahwa calon penerima benar-benar memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Sosialisasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan untuk memastikan semua pihak
memahami tujuan program dan proses penetapan. Pengawasan yang melibatkan perangkat
kelurahan, tokoh masyarakat, dan pihak independen juga diperlukan untuk menjaga
transparansi dan mencegah praktik-praktik yang merugikan [29].

Beberapa tantangan utama dalam proses penetapan penerima bantuan pangan
adalah data yang tidak terbarukan, potensi penyalahgunaan wewenang, dan kurangnya
transparansi. Hal ini menunjukkan perlunya pembenahan sistem pendataan, peningkatan
kapasitas petugas, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengelolaan data
penerima [30], [31].

Proses penetapan penerima bantuan pangan yang sistematis dan transparan dapat
meningkatkan efektivitas program dalam mencapai tujuan pengentasan kemiskinan dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan belajar
dari pengalaman implementasi di wilayah lain, pemerintah dapat menciptakan kebijakan
yang lebih adil dan berdampak positif bagi masyarakat[32], [33]

Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan

Penyaluran bantuan pangan adalah serangkaian prosedur dan sistem yang bertujuan
memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang membutuhkan dengan tepat waktu,
sesuai jumlah, kualitas, dan administrasi yang ditetapkan. Proses ini mencakup penyediaan
beras oleh BULOG, distribusi ke tingkat kelurahan, dan penyerahan kepada penerima dengan
pendampingan dokumen administrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran mengalami kendala,
seperti perubahan waktu distribusi menjadi dua bulan sekali, kurangnya kejelasan jadwal,
dan keterlambatan pendistribusian di tingkat kelurahan. Masalah lainnya adalah kesulitan
menghubungi penerima bantuan, kualitas beras yang menurun akibat penundaan, dan
kendala teknis pada penggunaan aplikasi pelaporan.

Penyaluran dimulai dengan penyediaan beras oleh BULOG yang didistribusikan
melalui mitra logistik ke kelurahan. Di kelurahan, bantuan diterima dengan dokumen
pendukung seperti Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Mutlak (SPTJM). Distribusi kepada penerima dilakukan dengan verifikasi identitas,
dokumentasi, dan pencatatan menggunakan aplikasi digital.

Indikator keberhasilan penyaluran mencakup ketepatan jumlah, kualitas bantuan,
administrasi yang akurat, dan kepuasan penerima. Namun, distribusi masih terkendala
dalam hal ketepatan waktu, yang berpengaruh pada efektivitas program dan kepuasan
masyarakat penerima.

Tantangan utama dalam implementasi kebijakan meliputi komunikasi yang kurang
efektif, keterbatasan sumber daya seperti infrastruktur dan teknologi, serta kurangnya
komitmen pelaksana dalam memastikan bantuan tepat sasaran. Struktur birokrasi yang
kompleks juga menghambat kelancaran pelaksanaan program.
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Untuk meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan, diperlukan langkah-langkah
strategis seperti pembaruan data penerima, optimalisasi penggunaan teknologi, dan
peningkatan koordinasi antara pemerintah, mitra logistik, dan masyarakat. Pelibatan
masyarakat dalam pengawasan juga penting untuk memastikan transparansi dan keadilan.

Penyaluran bantuan pangan yang efektif membutuhkan integrasi komunikasi yang
baik, sumber daya memadai, pelaksana yang berkomitmen, dan struktur birokrasi yang
mendukung. Dengan memperbaiki mekanisme yang ada, program ini diharapkan dapat lebih
tepat sasaran dan berdampak positif dalam mengurangi beban masyarakat yang
membutuhkan [34], [35].

Pengawasan

Implementasi kebijakan penyaluran bantuan pangan di tingkat kelurahan bertujuan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan. Keberhasilan program ini
sangat bergantung pada pengawasan yang efektif, yang memastikan bantuan disalurkan
tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai ketentuan. Namun, penelitian menunjukkan bahwa
pengawasan dalam program ini masih minim, tanpa prosedur yang jelas dan petugas yang
memadai.

Penelitian di Kelurahan Tewaan menemukan bahwa pengawasan dalam penyaluran
bantuan pangan belum berjalan optimal. Terbatasnya jumlah petugas pengawas, kurangnya
pelatihan, dan ketiadaan prosedur pengawasan yang terstruktur menjadi kendala utama. Hal
ini menghambat efektivitas program dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Efektivitas pengawasan ditentukan oleh beberapa faktor, seperti kompetensi dan
integritas sumber daya manusia (SDM), sistem pengawasan yang jelas, pemanfaatan
teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat. SDM yang kompeten dapat mengidentifikasi
penyimpangan dan mengambil tindakan korektif, sementara teknologi dan partisipasi
masyarakat meningkatkan transparansi serta akuntabilitas.

Pengawasan yang baik membutuhkan prosedur yang terstruktur dan panduan yang
rinci untuk memastikan setiap tahap penyaluran bantuan dipantau dengan baik. Penggunaan
teknologi, seperti aplikasi monitoring dan pelaporan digital, juga dapat meningkatkan
efisiensi pengawasan dan memfasilitasi komunikasi antara pihak terkait.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, seperti melalui mekanisme pengaduan
atau forum warga, berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat dapat
menjadi pengawas sosial yang memastikan bantuan diterima oleh mereka yang berhak dan
meminimalkan potensi penyimpangan [36], [37], [38].

Komunikasi yang jelas, sumber daya yang memadai, sikap positif pelaksana, dan
struktur birokrasi yang mendukung menjadi faktor pendukung dalam pengawasan. Keempat
elemen ini saling berinteraksi untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan, mulai dari
perencanaan hingga implementasi di lapangan.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, diperlukan pembentukan kelompok
pengawas independen yang melibatkan masyarakat, pelatihan bagi petugas pengawas, serta
pemanfaatan teknologi informasi untuk monitoring dan pelaporan. Dengan langkah ini,
kebijakan penyaluran bantuan pangan dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan tepat
sasaran [39], [40].
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Koordinasi Antar Organisasi

Implementasi kebijakan penyaluran bantuan pangan di kelurahan melibatkan banyak
organisasi dan instansi, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Keberhasilan program ini
sangat bergantung pada efektivitas koordinasi antar organisasi yang terlibat. Tanpa
koordinasi yang baik, penyaluran bantuan dapat menjadi tidak tepat sasaran, tertunda, atau
bahkan menimbulkan penyimpangan.

Penelitian di Kelurahan Tewaan menunjukkan tidak jelasnya tugas dan peran
organisasi pelaksana, yang menyebabkan tumpang tindih tanggung jawab dan konflik antar
instansi. Kurangnya informasi yang disampaikan dengan baik antar organisasi juga menjadi
penyebab kesalahan dalam pelaksanaan tugas, termasuk keterlambatan distribusi bantuan
dan ketidaktepatan sasaran.

Tidak adanya keselarasan data antara kelurahan, dinas pangan, dan kementerian
menyebabkan ketidakakuratan dalam menentukan penerima bantuan. Ketidaksesuaian data
ini juga menghambat proses evaluasi kebijakan. Sulitnya akses data dari pusat semakin
memperburuk kondisi, menghambat validasi dan verifikasi data di tingkat daerah.

Efektivitas koordinasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kejelasan tujuan
dan tanggung jawab, komunikasi yang efektif, pemanfaatan teknologi informasi,
kepemimpinan yang kuat, sumber daya yang memadai, dan struktur birokrasi yang efisien.
Faktor-faktor ini perlu diintegrasikan untuk menciptakan sinergi antar organisasi dalam
penyaluran bantuan pangan [41].

Komunikasi yang efektif memastikan informasi penting, seperti data penerima dan
jadwal distribusi, tersampaikan dengan tepat. Tanpa komunikasi yang baik, kesalahan
operasional, konflik, dan keterlambatan distribusi sering terjadi. Forum komunikasi rutin
dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan hambatan komunikasi antar organisasi [42], [43].

Teknologi informasi memainkan peran penting dalam meningkatkan koordinasi.
Penggunaan aplikasi digital untuk pendataan dan pelaporan memungkinkan sinkronisasi
data secara real-time dan mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Sistem
informasi terpadu dapat mengurangi risiko tumpang tindih data antar instansi.

Kepemimpinan yang kuat membantu mengarahkan organisasi untuk bekerja sama
secara sinergis. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, terutama dalam
penggunaan teknologi dan pengelolaan data, menjadi kunci untuk mengatasi masalah
koordinasi. Kepemimpinan yang efektif juga mampu menangani konflik antar organisasi.

Untuk meningkatkan efektivitas koordinasi, diperlukan pedoman operasional
bersama yang jelas untuk mendefinisikan tugas dan peran masing-masing organisasi.
Pengembangan sistem informasi terpadu, pelaksanaan forum komunikasi rutin, dan
peningkatan kapasitas staf melalui pelatihan juga menjadi langkah penting. Desentralisasi
akses data juga diperlukan agar kelurahan dapat dengan mudah mengakses data dari pusat.

Koordinasi yang baik antar organisasi akan memastikan penyaluran bantuan pangan
berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dengan langkah-langkah perbaikan yang
terintegrasi, program bantuan pangan dapat memberikan dampak positif yang nyata dalam
mengurangi kerawanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang
membutuhkan [44], [45].
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Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyaluran bantuan
pangan di Kelurahan Tewaan telah mengacu pada peraturan yang berlaku, yakni Peraturan
Presiden Nomor 125 Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun
2023. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala operasional yang
memengaruhi efektivitas program. Sasaran penerima bantuan sering kali tidak tepat akibat
data yang tidak akurat atau tidak diperbarui, serta kurangnya pemahaman penerima tentang
kebijakan dan mekanisme pelaksanaan bantuan pangan.

Mekanisme penetapan penerima bantuan yang dilakukan secara sentralisasi oleh
Badan Pangan Nasional menggunakan data DTKS dan P3KE belum mencerminkan kondisi
masyarakat terkini. Proses penggantian penerima bantuan melalui Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak (SPT]M) tidak melibatkan tokoh masyarakat yang lebih memahami
situasi lokal. Selain itu, kurangnya transparansi dalam pengumuman daftar penerima
memicu kesalahpahaman dan potensi konflik di masyarakat.

Meskipun proses penyaluran bantuan telah memenuhi persyaratan administratif,
jadwal penyaluran yang berubah-ubah dan penundaan distribusi mengurangi efektivitas
program. Keterbatasan dalam sosialisasi penggunaan aplikasi Yaons dan kendala jaringan
internet juga menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan, yang pada akhirnya
menghambat akuntabilitas program.

Untuk meningkatkan efektivitas program, diperlukan perbaikan data penerima
melalui pemutakhiran yang berkala dan melibatkan tokoh masyarakat dalam proses validasi.
Transparansi dalam pengumuman daftar penerima harus ditingkatkan untuk mencegah
kesalahpahaman. Selain itu, pemerintah perlu memperbaiki mekanisme penyaluran dengan
jadwal yang jelas dan memastikan sosialisasi penggunaan aplikasi digital secara menyeluruh.
Infrastruktur pendukung, termasuk jaringan internet, juga harus diperbaiki untuk
mendukung kelancaran pelaporan dan monitoring program. Dengan langkah-langkah ini,
implementasi kebijakan bantuan pangan dapat menjadi lebih efektif, transparan, dan tepat
sasaran.
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